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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, yaitu pertama 
untuk mengetahui bagaiamana motif pemalsuan surat sehingga dapat 
dikatagorikan sebagai tindak pidana dan yang kedua adalah Bagaimana 
penerapan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana menggunakan surat 
palsu seperti dalam Putusan Pengadilan Nomor 92/PID.B/2012/ PTR. 

 
Kita ketahui bahwa Surat adalah suatu sarana komunikasi untuk 

menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan pada kertas oleh satu 
pihak kepada pihak lainnya, baik perorangan maupun organisasi. Di 
Indonesia banyak terdapat surat-surat berharga yang memiliki kekuatan 
hukum dan ketentuan dalam surat-surat tersebut diatur dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Surat-surat tersebut memiliki syarat 
dan ketentuan tersendiri agar mendapat kekuatan hukum. Dengan adanya 
kekuatan hukum yang timbul akibat adanya surat-surat berharga tersebut, 
maka banyak orang telah menyalahgunakan surat-surat berharga 
tersebut.  

 
Namun, dalam penelitian skripsi ini penulis memberikan contoh 

kasus penggunaan surat palsu berupa surat rekomendasi dari Dinas 
Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang diberikan 
kepada terdakwa, seolah-olah terdakwa sudah lulus SMP dan selanjutnya 
akan mengikuti Porgram pendidikan Paket C (setingkat (SMA). 
Perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dan 
terdakwanya telah dipidana penjara selama 8 (delapan) bulan.  

 
Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode 

yuridis normatif, artinya menganalisis kaitan antara peraturan perundang-
undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek 
pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang 
dibahas.  

 
Akhirnya berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan 

bahwa Motif pemalsuan surat sehingga dapat dikategorikan sebagai 
tindak pidana yaitu jika isinya bertentangan dengan kebenaran-
kebenaran, baik mengenai tanda tangannya, maupun mengenai isinya, 



 

hingga sepucuk surat itu baik seluruhnya maupun hanya sebagian yang 
berkenaan dengan tanda tangannya saja atau yang berkenaan dengan 
isinya, secara palsu telah dibuat seolah-olah berasal dari orang yang 
hanya tertulis dibawah surat tersebut, sebagaimana diatur dalam Putusan 
Mahkamah Agung No. 2050 K/Pid/2009. 

 
Ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi: 

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat 
menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang 
diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk 
memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah 
isinya benar dan  tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat 
menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara 
paling lama enam tahun”; Sedangkan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana 
berbunyi: “Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan 
sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika 
pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


